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Abstrak 
Pasar merupakan pusat aktivitas perdagangan tertua di Indonesia, bahkan di 
seluruh dunia. Permasalahan yang terkait pada pasar tradisional mengalami beberapa 
permasalahan berkaitan dengan masalah internal pasar seperti buruknya manajemen 
pasar, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim, pasar tradisional sebagai sapi 
perah untuk penerimaan retribusi, menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) yang 
mengurangi pelanggan pedagang pasar, dan minimnya bantuan permodalan yang 
tersedia bagi pedagang tradisional serta persaingan dengan ritel skala besar (mal, 
supermarket, department store, pusat pertokoan/perbelanjaan) juga menjadi 
permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. 
Tujuan dari penelitian ini 1) Memahami dan menganalisis efektivitas Pasal 25 
ayat (1) Perda Kota Malang No.8 tahun 2010 terkait pertimbangan aspek zonasi 
dalam penerbitan IUTM di Kota Malang. 2) Memahami dan menganalisis upaya 
BP2T Kota Malang sebagai peran maksimal dalam konteks pertimbangan aspek 
zonasi dalam penerbitan IUTM. 3) Menemukan, memahami, dan menganalisis 
hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BP2T Kota Malang dalam meningkatkan 
efektivitas Pasal 25 ayat (1) Perda Kota Malang No.8 tahun 2010 terkait 
pertimbangan aspek zonasi dalam penerbitan IUTM. 
Penelitian dilakukan  menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, 
yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji  Pertimbangan Aspek Zonasi dalam 
Penerbitan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Perda 
Jawa Timur No.3 Tahun 2008 dalam kaitannya dengan penataan pasar modern dan 
upaya perlindungan terhadap pasar tradisional. Data yang diperoleh dalam penelitian 
ini selanjutnya diolah mengggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. 
Terdapat beberapa kelemahan mendasar yang ditemukan sehingga 
menyebabkan aturan tersebut kurang efektif. Temuan tersebut adalah: 1) IUTM dan 
SIUP tidak memiliki perbedaan mendasar dan memiliki substansi sebagai dasar 
hukum pendirian usaha perdagangan. 2) Adanya pandangan bahwa kajian tentang 
dampak sosial ekonomi sulit dilaksanakan dan menyita banyak waktu. Hambatan 
teknis terutama pada perangkat hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kerja 
(Tupoksi BP2T maupun SPP dan SOP). Hambatan lain berkaitan erat dengan aspek 
koordinasi antar lembaga khususnya antara BP2T dengan Disperindag  yang pada 
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dasarnya mengarah pada koordinasi antara dua SKPD tersebut menurut penulis masih 
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Abstract 
Market is eldest trade activity centre in Indonesia, even in all the world. 
related troubleshoot in tradisional market experiences several troubleshoots related to 
market internal problem likes market management obsolence, tool and market 
infrastructure very minimum, tradisional market as dairy cattle for tax acceptance, 
mushroom it cloister tradesman (PKL) that decrease market tradesman customer,  and 
the minimum capitalization aid available for tradisional tradesman with rivalry with 
ritel big scale (mal, supermarket, department store, shopping center/expenditure 
centre) also be troubleshoot that must be finished by local government.  
Aim from this watchfulness 1) Realizes and analyze effectiveness section 25 
verse (1) perda Malang city no. 8 year 2010 related aspect deliberation zonasi in 
publication IUTM at Malang city. 2) Realize and analyze efforts BP2T Malang city 
as maximal character in aspect deliberation context zonasi in publication IUTM. 3) 
find, realize,  and analyze obstacles that faced by BP2T Malang city in increases 
effectiveness section 25 verse (1) Perda Malang city no. 8 year 2010 related aspect 
deliberation zonasi in publication IUTM.  
Watchfulness is done to use method approaches juridical sosiologis, that is 
approach watchfulness mengkaji aspect deliberation zonasi in modern store effort 
permission publication (IUTM) based on section 25 verse (1) perda east java no. 3 
year 2008 in the hook with configuration modern market and protection efforts 
towards tradisional market. data that got in this watchfulness furthermore is cultivated 
menggguna qualitative descriptive analysis method.  
Found several weakness mendasar that found so that causes rules less 
effective. finding: 1) IUTM and siup doesn't has difference mendasar and has 
substansi as trade effort opinion legal fundament. 2) Opinion existence that study 
about difficult economy social impact is carried out and seize many times. technical 
obstacle especially in law ware that is base work execution (tupoksi BP2T also spp 
and soup). obstacle other related tight with coordination aspect delivers institution 
especially between BP2T with menyperindag which is on base it aim in coordination 
between two skpd follow author stills less vast. 
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PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
Pasar merupakan pusat aktivitas perdagangan tertua di Indonesia, bahkan di 
seluruh dunia. Permasalahan yang terkait pada pasar tradisional mengalami 
beberapa permasalahan berkaitan dengan masalah internal pasar seperti buruknya 
manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim, pasar tradisional 
sebagai sapi perah untuk penerimaan retribusi, menjamurnya pedagang kaki lima 
(PKL) yang mengurangi pelanggan pedagang pasar, dan minimnya bantuan 
permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional
1
. Keputusan Presiden No. 
96/2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka 
dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal serta Keputusan Presiden No. 
118/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 96/2000 menjadi jalan 
bagi PMA dalam industri ritel. Kedua peraturan tersebut mengatur bidang jasa 
perdagangan dan jasa penunjang perdagangan yang tertutup untuk investasi bagi 
perusahaan yang dalam modalnya ada kepemilikan warga negara asing dan/atau 
badan hukum asing, kecuali perdagangan ritel skala besar (mal, supermarket, 
department store, pusat pertokoan/perbelanjaan) dan perdagangan besar 
(distributor/wholesaler, perdagangan ekspor dan impor). 
Menanggapi ancaman atau persaingan yang terjadi pemerintah berinisiatif 
menerbitkan regulasi untuk mempertahankan keberadaan pasar tradisional melalui 
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan 
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perpres ini dibentuk 
untuk mewujudkan dunia usaha yang kondusif sebagaimana diamanatkan dalam 
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha 
Tidak Sehat. Peraturan presiden ini dilatarbelakangi bahwa dengan semakin 
berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha 
perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu 
                                                          
1
  Adi Poesoro. 2007. Pasar Tradisional di Era Persaingan Global. Lembaga Penelitian SMERU. 
SMERU newsletter No.22: April-Juni 2007. Hal. 3. 
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diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, 
saling memperkuat serta saling menguntungkan.  
Pasal 4 huruf a dan b Perpres No. 112 menentukan bahwa pendirian pusat 
perbelanjaan dan toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi 
masyarakat,  keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang 
ada di wilayah yang bersangkutan dan memperhatikan jarak antara hypermarket 
dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya. Pendirian perkulakan, 
hypermarket, pusat perbelanjaan, supermarket, departement store, minimarket dan 
pasar tradisional harus memperhatikan lokasi-lokasi yang telah ditentukan dalam 
Pasal 15. Pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern telah 
ditentukan bahwa mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, 
dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.  
Pasal 11 ayat 1 Pergub Jawa Timur No.3 tahun 2008 tentang Perlindungan, 
Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa 
Timur jo. Perda  Kota Malang No.8 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha 
Perindustrian dan Perdagangan pasal 25 ayat 1 lebih lanjut mensyaratkan bahwa 
pelaku usaha toko modern wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM). 
IUTM diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk (Ayat 2). Salah 
satu persyaratan yang berlaku dalam pengurusan IUTM adalah pertimbangan 
tentang zonasi sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 dan 2.  
 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis merumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Mengapa Pasal 25 ayat (1) Perda Kota Malang No.8 tahun 2010 belum efektif? 
2. Bagaimana upaya Badan Penyelenggara Perijinan Terpadu (BP2T) Kota 
Malang sebagai peran maksimal dalam konteks pertimbangan aspek zonasi 
dalam penerbitan IUTM? 
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3. Hambatan-hambatan apakah yang ditemui oleh BP2T Kota Malang dalam 
meningkatkan efektivitas Pasal 25 ayat (1) Perda Kota Malang No.8 tahun 2010 
terkait pertimbangan aspek zonasi dalam penerbitan IUTM? 
 
Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah:  
1. Memahami dan menganalisis efektivitas Pasal 25 ayat (1) Perda Kota Malang 
No.8 tahun 2010 terkait pertimbangan aspek zonasi dalam penerbitan IUTM di 
Kota Malang. 
2. Memahami dan menganalisis upaya BP2T Kota Malang sebagai peran 
maksimal dalam konteks pertimbangan aspek zonasi dalam penerbitan IUTM. 
3. Menemukan, memahami, dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi 
oleh BP2T Kota Malang dalam meningkatkan efektivitas Pasal 25 ayat (1) 
Perda Kota Malang No.8 tahun 2010 terkait pertimbangan aspek zonasi dalam 
penerbitan IUTM. 
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METODE PENELITIAN 
 
Jenis dan Pedekatan Penelitian 
Di dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan 
yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji  Pertimbangan Aspek 
Zonasi dalam Penerbitan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Berdasarkan Pasal 25 
ayat (1) Perda Jawa Timur No.3 Tahun 2008 dalam kaitannya dengan penataan pasar 
modern dan upaya perlindungan terhadap pasar tradisional.   
Lokasi Penelitian 
. Lokasi yang menjadi penelitian penulis dalam melakukan penulisan skripsi 
yaitu Guna memperoleh data primer, lokasi penelitian yang diambil adalah kantor 
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang (BP2T) yang berlokasi di kantor 
pelayanan satu atap. Pemilihan lokasi didasarkan pada kewenangan BP2T 
berdasarkan keputusan pemerintah daerah Kota Malang sebagai badan yang melayani 
berbagai permohonan perizinan. 
Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 
a. Pengamatan/Observasi  
Observasi dengan melakukan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti atau 
dapat dirumuskan sebagai proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek 
(benda) atau kejadian sistematik tanpa adanya proses tanya jawab dengan 
individu-individu yang diteliti.  
b. Wawancara  
Wawancara dilakukan dengan narasumber untuk memperoleh informasi mendalam 
tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penataan toko modern dan perijinan 
berkaitan dengan aspek zonasi dalam peraturan yang telah ditetapkan.  
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PEMBAHASAN 
 
A. Efektivitas Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010     
Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan 
Indikator untuk menentukan efektifitas penegakan hukumnya sebagai 
berikut: 
1. Faktor Hukumnya Sendiri 
Hukum dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum 
dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dalam sudut pandang 
penegakan hukum, secara normatif suatu peraturan dibuat disertai sanksi yang 
akan diterapkan jika peraturan tersebut dilanggar. Hal yang sama juga berlaku 
terhadap peraturan yang ditetapkan di tingkat daerah. Peraturan Daerah Kota 
Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian 
Dan Perdagangan hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja yaitu Kota 
Malang, tetapi secara sistematis peraturan tersebut wajib memiliki sinkronisasi 
dengan beberapa peraturan daerah lain maupun peraturan di tingkat yang lebih 
tinggi. Sebagaimana halnya dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, Perda Kota 
Malang No.8 tahun 2010 secara sistematis berkaitan erat dengan peraturan-
peraturan sebagai berikut: 
a. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.112 Tahun 2007 tentang Penataan 
Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern 
b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-
Dag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 
c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2008 tentang 
Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern 
di Provinsi Jawa Timur 
Kajian hukum dalam penelitian ini mengangkat permasalahan efektivitas 
penerbitan IUTM jika dikaitkan dengan aspek zonasi sebagai pertimbangannya. 
Penerbitan IUTM didasarkan pada Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang 
8 
 
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan 
Perdagangan mengatur tentang kewajiban memiliki izin usaha yang berbentuk 
IUTM (Izin Usaha Toko Modern) bagi pelaku usaha yang hendak mendirikan 
toko modern. Sementara itu kaitan dengan aspek zonasi diatur dalam Pasal 23 
ayat (1) yang mengatur bahwa lokasi pendirian toko modern wajib mengacu 
pada rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang kota termasuk 
peraturan zonasinya. 
Kewajiban memiliki IUTM bertalian erat dengan mekanisme 
penerbitannya yang melalui beberapa persyaratan pokok dan kewajiban-
kewajiban lain yang melekat. Persyaratan pokok yang harus dipenuhi oleh 
pihak yang mengajukan IUTM mencakup: 
a. Syarat fisik  tentang lokasi (Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 
2010 pasal 23 ayat (1)), jarak (pasal 23 ayat (2)), luas area (pasal 24 ayat 
(1)), dan kapasitas permodalan (pasal 24 ayat (2))  
b. Syarat administratif dituangkan dalam bentuk dokumen-dokumen legal yang 
harus dilengkapi oleh pemohon dan rekomendasi oleh pihak berwenang. 
Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 syarat 
administratif tidak terakomodasi; demikian juga dengan peraturan pelaksana 
di tingkat Satuan Kerja Pemerintah Daerah SKPD (BP2T maupun 
Disperindag Kota Malang). Persyaratan administratif tertuang dalam 
peraturan daerah dengan kedudukan yang lebih tinggi yaitu Perda Jawa 
Timur No.3 tahun 2008 pasal 11 ayat (2). 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulan bahwa berkaitan dengan 
faktor hukumnya, Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 
2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan memiliki 
kelemahan yang mendasar berkaitan dengan peraturan pelaksana (SPP) di 
tingkat SKPD yaitu BP2T. Dalam Standar Pelayanan Publik (SPP) BP2T tidak 
terdapat aturan tentang pengurusan IUTM. Dalam hal ini usaha perdagangan 
dalam bentuk toko modern dipersamakan dengan usaha perdagangan 
konvensional sehingga izin usaha yang digunakan adalah SIUP.  
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Sehubungan dengan hal tersebut, narasumber menjelaskan bahwa: 
Kepemilikan IUTM tidak dapat serta merta dilaksanakan mengingat 
kompleksitas permasalahan yang melekat. Salah satunya adalah banyaknya toko 
modern yang telah berdiri dan memiliki ijin operasional dalam bentuk SIUP 
karena sudah beroperasi sebelum ditetapkannya peraturan tentang IUTM. 
Disamping itu pada prinsipnya SIUP maupun IUTM memiliki muatan yang 
sama yaitu menjadi syarat pendirian usaha perdagangan yang dilakukan 
masyarakat dalam konteks usaha perorangan.
2
  Sementara itu narasumber lain 
menjelaskan hal yang tidak jauh berbeda dengan narasumber pertama yaitu: 
  Definisi toko modern selama ini memang secara teoritis cukup jelas 
sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 33. Tetapi dalam perkembangannya di 
lapangan definisi tersebut sulit untuk dijadikan dasar sebagai pembeda antara 
toko modern dan tradisional. Kondisi ini disebabkan banyaknya toko tradisional 
yang telah mengadaptasikan pola kerja toko modern, khususnya berkaitan 
dengan adaptasi model swalayan. Jadi jika toko modern diwajibkan memiliki 
IUTM sementara toko tradisional yang telah menjalankan manajemen modern 
tetap menggunakan SIUP, tentu hal tersebut akan menimbulkan masalah
3
. 
Berdasarkan masukan narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa 
penerbitan IUTM belum dilaksanakan secara efektif berkaitan dengan kesamaan 
substansi dengan penerbitan SIUP karena keduanya dapat dijadikan sebagai 
dasar mendirikan usaha perdagangan. Disamping itu banyak pemilik toko 
tradisional mulai menerapkan pola usaha yang memiliki kriteria sebagai toko 
modern. Dengan demikian dalam perijinannya usaha perdagangan perorangan 
tidak dibedakan, yaitu sama-sama menggunakan SIUP. 
                                                          
2
 Hasil Wawancara dengan Kepala Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu Kota Malang, pada tanggal 
2 Juni  2014 
3
 Hasil Wawancara dengan staf Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu Kota Malang, pada tanggal 2 
Juni  2014 
 
 
 
10 
 
Lokasi pendirian toko modern wajib mematuhi peraturan tentang zonasi 
sebagaimana dituangkan dalam pasal 23 ayat (1) Perda No.8 tahun 2010. 
Selanjutnya ayat (2) mengatur jarak antara toko modern minimal adalah 500 m. 
Sementara itu pengaturan tentang zonasi tertuang dalam Perda No.4 tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2010-2013. Aturan 
tentang zonasi toko modern mengacu pada pasal 50 ayat (4) huruf b: 
Pertokoan dengan tingkat pelayanan lokal yang menjual beraneka ragam 
barang yang dibatasi intensitasnya yakni pada kompleks pertokoan di 
Jalan Kawi, Jalan MT. Haryono, Jalan Ikhwan Ridwan Rais, kawasan 
Klojen, kawasan Bunul, kawasan Blimbing, Jalan S. Supriadi, Jalan 
Laksamana Martadinata, dan Jalan Slamet Riadi. 
 
Mengacu pada penataan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana 
diatur, wilayah penelitian yaitu Jl. MT. Haryono tidak menyalahi peruntukan 
wilayah atau zoning yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Malang. 
Sementara itu ditinjau dari lokasi pendirian, pengamatan penulis 
menunjukkan bahwa terdapat dua toko modern yang berdiri relatif dekat satu 
sama lain.  
Ketika dikonfirmasi terkait minimarket dengan manajemen yang berbeda 
narasumber memberikan penjelasan sebagai berikut: 
Ketentuan yang mengatur tentang jarak antara toko modern tidak 
menyertakan perincian tentang apa yang dimaksud dalam peraturan 
tersebut. Sejauh tidak merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap 
aturan yang berlaku, maka Pemerintah Kota Malang memiliki kewajiban 
untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
4
 
 
Uraian tersebut memberikan pengertian bahwa terdapat dua interpretasi 
yang berbeda berkaitan dengan jarak antara toko modern. Interpretasi yang 
digunakan oleh Pemerintah Kota Malang tentang jarak antara toko modern 
adalah jarak yang ditetapkan sejauh minimal 500 m antara satu toko dengan 
toko lain yang memiliki nama atau brand yang sama. Interpretasi demikian 
                                                          
4
 Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian BP2T Kota Malang. Wawancara pada tanggal 2 
Juni  2014 
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menimbulkan adanya kelemahan karena pada dasarnya tidak terjadi 
pelanggaran terhadap aturan zonasi terkait dengan jarak, sehingga sanksi 
sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (2) tidak dapat diterapkan. 
2. Faktor Penegak Hukum 
Keberadaan BP2T dan Disperindag sebagai orgasisasi pelaksana 
menurut pendapat penulis telah memenuhi ketentuan tentang pelaksana 
penerbitan izin sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2) huruf b bahwa 
kepala daerah yang bersangkutan dapat mendelegasikan kewenangan kepada 
Kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di bidang Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu. Pendelegasian tersebut memposisikan BP2T sebagai penerbit 
perizinan IUTM (pasal 13 ayat (1) huruf b) dengan rekomendasi oleh 
Disperindag (pasal 13 ayat (3) huruf b). 
Dalam Perpres 112/2007 dan Permendag 53/2008 dinyatakan bahwa 
proses perizinan untuk ritel modern akan melalui sejumlah proses yang 
cukup sulit apabila diimplementasikan dengan benar. Hal ini terlihat dari 
persyaratan bahwa permintaan terhadap izin ritel modern harus dilengkapi 
dengan studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan 
terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan 
eceran setempat (pasal 13).  
Sebelumnya di pasal 4 juga disebutkan bahwa pendirian pusat 
perbelanjaan dan toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial 
ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha 
menengah yang berada di wilayah yang bersangkutan. Apabila ketentuan ini 
dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, maka seharusnya terdapat alat 
analisis untuk melihat bagaimana pengaruh dari kehadiran sebuah peritel 
modern di sebuah tempat. Apabila manfaat positif yang dihasilkan dari 
pendirian ritel modern lebih besar dari efek negatifnya, maka pendirian pasar 
modern dapat dilaksanakan. 
Mencermati uraian di atas, penulis memberikan tanggapan bahwa 
pelaksanaan penegakan hukum berkaitan dengan penerbitan IUTM tidak 
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berjalan sesuai dengan esensi yang diamanatkan dalam Perpres 112/2007 
dan Permendag 53/2008 yaitu untuk melindungi pasar dan usaha 
perdagangan tradisional dari ancaman keberadaan toko modern. Kesimpulan 
tersebut didasarkan pada pernyataan narasumber sebagai berikut: 
Studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan 
terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan 
eceran setempat sangat sulit untuk dilaksanakan mengingat analisis tersebut 
tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Di sisi lain 
peningkatan kebutuhan masyarakat akan ketersediaan berbagai jenis barang 
meningkat tajam seiring dengan pertumbuhan sosial ekonomi suatu wilayah. 
Pada kenyataannya tingkat pertumbuhan ini kurang dapat diimbangi oleh 
pelaku usaha perdagangan tradisional. Alternatifnya adalah pemerintah 
mendorong adanya investasi berbagai usaha perdagangan modern untuk 
mengisi kesenjangan tersebut.
5
  Dinas berwenang menempatkan prioritas lain 
sebagai pertimbangan yaitu penerimaan PAD dan efisiensi kinerja birokrasi.  
a. Indikator Sarana dan Fasilitas 
Sarana dan fasilitas merupakan salah satu faktor penting yang menjadi 
indikator efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum tidak mungkin 
akan dapat berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas 
yang menunjang. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga 
manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, maupun 
dari segi keuangan yang cukup. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, 
maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Sarana atau 
fasilitas dalam penegakan hukum dapat diartikan sebagai sarana fisik, non 
fisik dan finansial.  
Sarana fisik dalam penegakan hukum terkait dengan pasal 25 Perda 
Kota Malang No.8 Tahun 2010 terkait dengan aspek zonasi mencakup 
tenaga manusia dan perangkat atau alat kerja. Sarana fisik dalam hal ini telah 
memenuhi kebutuhan baik berkaitan dengan perangkat kerja, sarana 
                                                          
5
 Ibid. 
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transportasi, dan sarana penunjang lain. Berkaitan dengan sumber daya 
manusia, PNS di jajaran BP2T maupun Disperindag memiliki tingkat 
pendidikan yang memadai dan telah melalui berbagai jenjang pendidikan 
dan latihan guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi kerja. Sementara 
itu sarana finansial dalam pelaksanaan peraturan telah dianggarkan dalam 
APBD sesuai dengan kebutuhan kerja dan aktivitas pelayanan yang berjalan. 
Sarana non fisik berbentuk berbagai perangkat standar kerja yang 
mencakup penataan organisasi dan mekanisme kerja sudah terpenuhi dengan 
ditetapkannya SPP masing-masing SKPD dalam bentuk Keputusan Walikota 
termasuk koordinasi kerja antara SKPD terkait. Dalam hal ini permasalahan 
terletak dalam koordinasi kerja sehubungan dengan pelaksanaan analisis 
studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan terutama 
aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran 
setempat.  
b. Indikator Masyarakat 
Masyarakat, dalam hal ini dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu 
pedagang tradisional, pengusaha toko modern serta masyarakat sebagai 
konsumen. Beberapa informan pelaku usaha tradisional pada dasarnya 
menyatakan bahwa pendirian pasar modern yang berdekatan dengan pasar 
tradisional mengakibatkan berkurangnya pendapatan pedagang di pasar 
tradisional. Hal ini tercermin dari informasi sebagai berikut: 
Keberadaan Toko modern di lingkungan ini tentunya sangat 
mengancam kelangsungan usaha saya karena jaraknya terlalu dekat 
…saya tidak tahu pasti berapa jarak yang diatur … tapi bagi saya 
lokasinya terlalu dekat dengan tempat berjualan saya…apalagi barang 
yang disediakan relatif sama…6 
 
Sementara itu salah seorang pedagang yang lain memberikan jawaban 
yang relatif sama sebagai berikut: 
                                                          
6
 Narasumber 1 (tanpa nama). Pelaku usaha perdagangan tradisional di lingkungan MT. Haryono. 
Wawancara pada 4 Juni 2014. 
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Seharusnya pemerintah kota mempertimbangkan bagaimana kondisi 
kami terlebih dulu sebelum memberikan ijin bagi toko modern seperti 
itu. Tanpa adanya toko-toko itu saja penjualan kami sudah mengalami 
penurunan sekarang ditambah kami harus bersaing dengan toko 
mereka, tentu saja usaha kami bertambah berat. Menurut saya bahkan 
kalau bisa mereka tidak berjualan di lingkungan ini, atau dipindahkan 
ke lokasi lain yang tidak mengancam penghasilan kami.
7
 
 
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan toko 
modern memberikan ancaman bagi pedagang tradisional di wilayah 
penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya keberadaan ritel 
modern menimbulkan ketidakseimbangan pasar di wilayah tersebut, 
sehingga dipandang memberikan ancaman terhadap keberadaan pasar, usaha 
kecil dan koperasi di wilayah bersangkutan sebagaimana diatur dalam 
Perpres No.112 tahun 2007. 
c. Faktor Budaya 
Gaya hidup modern yang menyukai aspek kepraktisan menjadikan 
minimarket maupun supermarket menjadi bagian dari budaya konsumsi 
masyarakat kota. Hal tersebut jelas saja mendukung tumbuh suburnya 
supermarket maupun minimarket di Kota Malang, termasuk di lingkungan Jl. 
MT Haryono. Masyarakat memandang bahwa berbagai keunggulan yang ada 
pada toko modern tidak ditemukan pada toko tradisional. Keanekaragaman 
produk yang ditawarkan dalam satu toko modern menjadi pertimbangan dari 
beberapa konsumen yang menjadi narasumber penelitian. Informasi dari 
narasumber adalah sebagai berikut: 
Untuk membeli beberapa produk saya tidak perlu berpindah dari satu 
toko ke toko lain jika berbelanja di minimarket. Saya hanya perlu 
berpindah dari satu rak ke rak lain untuk mencari barang yang saya 
perlukan, lalu tinggal membayar di kasir.
8
 
 
                                                          
7
 Narasumber 2 (tanpa nama). Pelaku usaha perdagangan tradisional di lingkungan MT. Haryono. 
Wawancara pada 4 Juni 2014. 
8
 Rohmannur. Pelanggan minimarket. Wawancara pada 3 Juni 2014. 
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Narasumber lain mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda bahwa 
berbelanja di tempat lain (toko tradisional/pasar) mungkin akan lebih 
merepotkan sebagaimana informasi berikut: 
Beberapa barang yang saya butuhkan mungkin bisa saya beli di toko 
tertentu, tapi untuk barang lain saya harus berpindah toko dan 
menanyakan apakah barang tersebut ada, berapa harganya; lalu saya 
harus menawar, dan seterusnya. Ketika saya berbelanja di 
minimarket, hal seperti itu relatif tidak akan saya alami.
9
  
 
Pendapat-pendapat tersebut menunjukkan bahwa toko modern 
memberikan kemudahan bagi konsumen dalam kaitannya dengan kepastian 
tersedianya produk konsumsi. Ketersediaan tersebut tidak hanya terbatas 
pada variasi barang konsumen yang cukup luas, tetapi juga kepastian 
ketersediaan produk. Di sisi lain, citra tentang tempat berbelanja yang 
nyaman dengan pelayanan yang baik menjadi pertimbangan lain dari 
konsumen.  
Secara umum berdasarkan uraian tentang indikator efektivitas hukum 
Pasal 25 Perda Kota Malang No.8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan 
Usaha Perindustrian Dan Perdagangan yang mengatur tentang kewajiban 
memiliki izin usaha yang berbentuk IUTM (Izin Usaha Toko Modern) jika 
dikaitkan dengan aspek zonasi dapat disimpulkan tentang adanya beberapa 
kelemahan mendasar. Kelemahan-kelemahan yang ditemukan menyebabkan 
aturan tersebut kurang efektif.  
Berdasarkan faktor hukumnya, antara IUTM dan SIUP tidak memiliki 
perbedaan yang mendasar karena sama-sama memiliki substansi sebagai 
dasar hukum pendirian usaha perdagangan. Sementara itu ditinjau dari aspek 
zonasinya, Pemerintah Kota Malang menerapkan interpretasi tentang 
ketentuan jarak antar toko modern adalah jarak antara satu toko dengan toko 
lain yang memiliki nama atau brand yang sama. Hal ini secara normatif 
memberikan kesimpulan tentang tidak adanya pelanggaran sehingga sanksi 
tidak dapat diterapkan. 
                                                          
9
 Aria Fitri. Pelanggan minimarket. Wawancara pada 3 Juni 2014. 
16 
 
Sementara itu kelemahan berkaitan dengan faktor penegak hukum 
terletak pada pandangan bahwa kajian tentang dampak sosial ekonomi sulit 
dilaksanakan dan menyita banyak waktu sehingga kurang mampu 
mengakomodasi perkembangan suatu wilayah. Keberadaan dampak sosial 
ekonomi hanya didasarkan pada ada tidaknya keluhan atau pengaduan dari 
masyarakat. Di sisi pengutamaan penerimaan PAD dan efisiensi berdampak 
pada tidak efektifnya pelaksanaan peraturan tersebut. Pelaksanaan kajian 
dampak sosial ekonomi juga menjadi permasalahan terkait dengan faktor 
sarana atau fasilitas sehubungan dengan mekanisme koordinasi kerja. Hal ini 
khususnya berhubungan dengan koordinasi waktu antara BP2T dan 
Disperindag karena pada dasarnya analisis tersebut merupakan mekanisme 
yang kompleks dan membutuhkan waktu yang cukup lama. 
 
B. Upaya Badan Penyelenggara Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Malang 
sebagai Peran Maksimal dalam Konteks Pertimbangan Aspek Zonasi dalam 
Penerbitan IUTM 
Pada pokoknya kelemahan dalam pencapaian efektivitas pelaksanaan 
peraturan mencakup: 
1. Faktor Hukumnya 
Berdasarkan informasi dari berbagai narasumber, upaya yang dilakukan 
Pemerintah Kota Malang melalui BP2T dalam hal penerbitan izin usaha adalah 
melakukan kajian secara bertahap untuk menerapkan IUTM menggantikan 
SIUP sebagai syarat pendirian usaha toko modern. Hal tersebut dilakukan 
dalam jangka panjang dengan melakukan pemetaan wilayah sosial ekonomi 
yang lebih kecil berkoordinasi dengan Disperindag guna memperoleh masukan 
tentang wilayah ekonomi mana yang memiliki daya saing iklim usaha 
tradisional yang tinggi dan mampu bersaing secara sehat dengan keberadaan 
toko modern sehingga dampak sosial ekonomi yang negatif dapat ditekan atau 
dihilangkan. Jika kondisi tersebut dapat tercapai, maka penerbitan IUTM dapat 
dilaksanakan dengan efektif.  
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2. Faktor penegak hukumnya 
Sementara itu kelemahan berkaitan dengan faktor penegak hukumnya 
adalah persepsi tentang adanya kontradiksi antara kebutuhan berkaitan dengan 
waktu yaitu kajian sosial ekonomi yang relatif membutuhkan waktu yang lama, 
sementara di sisi lain pemerintah perlu mengakomodasi perkembangan sosial 
ekonomi wilayah yang cenderung cepat. Di sisi lain Pemerintah Daerah bersifat 
otonomi sehingga memerlukan sumber pendanaan sebagai pembiayaan APBD 
dalam bentuk penerimaan PAD. Lebih jauh pemerintah dituntut untuk mampu 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; dalam hal ini melalui 
birokrasi yang ramping dan efisien.  
Berdasarkan pendapat narasumber maka dapat memberikan gambaran 
bahwa upaya yang dilaksanakan BP2T mengarah pada partisipasi sebagai 
saluran informasi bagi masyarakat terkait dengan IUTM. Hal ini menurut 
informasi narasumber berkaitan dengan batas kewenangan yang hanya 
mencakup mekanisme penerbitan izin usaha yang menempatkan BP2T pada 
posisi sebagai pelaksana mulai dari penerimaan pengajuan hingga penerbitan 
izin. Sementara itu kewenangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan teknis di 
lokasi usaha merupakan kewenangan Disperindag. Dengan demikian koordinasi 
berkaitan dengan kajian sosial ekonomi di lapangan berkaitan dengan pendirian 
toko modern dilaksanakan melalui upaya sebagai saluran informasi dari dan ke 
masyarakat. Jika dilihat dari struktur organisasinya, penulis berkesimpulan 
bahwa hal ini dilakukan melalui perangkat tim teknis. 
3. Faktor Sarana atau Fasilitas 
Kelemahan berkaitan dengan faktor sarana atau fasilitas terkait erat 
dengan faktor-faktor sebelumnya yaitu terkait dengan koordinasi waktu dalam 
pelaksanaan penerbitan perizinan usaha. Faktor ini terkait dengan landasan 
hukum yang mendasari tugas dan kewenangan BP2T dalam pelaksanaan tugas 
yang mengarah pada faktor non fisik. Penerbitan izin usaha merupakan 
kewenangan perizinan yang didelegasikan kepada BP2T dengan mekanisme 
koordinasi karena melibatkan rekomendasi dari SKPD lain. Dalam hal ini 
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upaya yang ditempuh oleh BP2T adalah merekomendasikan dibentuknya tim 
teknis yang komprehensif yang terdiri dari beberapa staf ahli dari SKPD yang 
terlibat dalam lingkup bidang perizinan usaha.  
C. Hambatan BP2T Kota Malang dalam meningkatkan efektivitas Pasal 25 
ayat (1) Perda Kota Malang No.8 tahun 2010 terkait pertimbangan aspek 
zonasi dalam penerbitan IUTM 
Hambatan teknis yang terpenting adalah perangkat hukum yang menjadi 
dasar pelaksanaan kerja. Dalam hal ini perangkat hukum yang dimaksudkan 
adalah Peraturan Daerah tentang Tupoksi BP2T maupun SPP dan SOP yang 
secara keseluruhan harus disesuaikan dengan kebutuhan kerja. Landasan yang 
dapat dipakai adalah sistem hukum yang lebih tinggi yaitu Perda di Tingkat 
Provinsi, Peraturan Menteri, dan peraturan lain dalam hirarki lebih tinggi.  
Sehubungan dengan hal tersebut, narasumber menjelaskan sebagai berikut: 
Setiap pelaksanaan tugas badan pemerintahan senantiasa didasarkan pada 
aturan hukum yang mendasari. Hal demikian membatasi suatu upaya 
perbaikan sehingga diperlukan waktu untuk merumuskan setiap kebijakan 
ke dalam peraturan sehingga dapat dijadikan landasan kerja.
10
 
 
Hambatan lain menurut informasi narasumber berkaitan erat dengan 
aspek koordinasi antar lembaga khususnya antara BP2T dengan Disperindag 
khususnya berkaitan dengan penerbitan izin usaha. Disamping itu jika 
dipelajari secara mendalam, pada dasarnya koordinasi antara dua SKPD 
tersebut menurut penulis masih kurang luas. Hal ini dapat disimpulkan dari 
adanya aturan bahwa usaha toko modern wajib mengacu pada zonasi yang 
menjadi bagian dari peraturan tentang tata ruang kota. Dengan demikian 
koordinasi tersebut perlu diperluas dengan melibatkan instansi lain yang 
berwenang dalam hal pengaturan RTRW Kota Malang. 
 
 
                                                          
10
 Kepala BP2T Kota Malang. Wawancara pada tanggal 5 Juni  2014 
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PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Terdapat beberapa kelemahan mendasar yang ditemukan sehingga 
menyebabkan aturan tersebut kurang efektif. Temuan tersebut adalah: 
a. IUTM dan SIUP tidak memiliki perbedaan mendasar dan memiliki substansi 
sebagai dasar hukum pendirian usaha perdagangan. Sementara itu ditinjau 
dari aspek zonasinya, Pemerintah Kota Malang menerapkan nama atau 
brand yang sama untuk menentukan jarak antar toko. Hal ini secara normatif 
memberikan kesimpulan tentang tidak adanya pelanggaran sehingga sanksi 
tidak dapat diterapkan.  
b. Adanya pandangan bahwa kajian tentang dampak sosial ekonomi sulit 
dilaksanakan dan menyita banyak waktu sehingga ada tidaknya dampak 
sosial ekonomi hanya didasarkan pada ada tidaknya keluhan atau pengaduan 
dari masyarakat. Pengutamaan penerimaan PAD dan efisiensi berdampak 
pada tidak efektifnya pelaksanaan peraturan tersebut.  
c. Pelaksanaan kajian dampak sosial ekonomi juga menjadi permasalahan 
terkait dengan faktor sarana atau fasilitas sehubungan koordinasi waktu 
antara BP2T dan Disperindag karena pada dasarnya analisis tersebut 
merupakan mekanisme yang kompleks dan membutuhkan waktu yang cukup 
lama. 
2. Upaya yang dilakukan BP2T guna mengatasi permasalahan pada kesimpulan 
satu mencakup: 
a. Menerapkan IUTM secara bertahap sejalan dengan hasil kajian mendalam 
berkaitan dengan dampak sosial ekonomi yang didasarkan pada pemetaan 
potensi wilayah yang didampingi dengan upaya pembinaan pelaku 
pasar/usaha perdagangan tradisional untuk wilayah usaha dengan daya saing 
kecil yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas permodalan dan 
manajerial. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Disperindag 
dan lembaga keuangan swasta maupun pemerintah 
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b. Batas kewenangan yang hanya mencakup mekanisme penerbitan izin usaha 
yang menempatkan BP2T pada posisi sebagai pelaksana mulai dari 
penerimaan pengajuan hingga penerbitan izin. Sementara itu kewenangan 
dalam kaitannya dengan pelaksanaan teknis di lokasi usaha merupakan 
kewenangan Disperindag. Dengan demikian koordinasi berkaitan dengan 
kajian sosial ekonomi di lapangan berkaitan dengan pendirian toko modern 
dilaksanakan melalui upaya sebagai saluran informasi dari dan ke 
masyarakat.  
c. BP2T merekomendasikan dibentuknya tim teknis yang komprehensif yang 
terdiri dari beberapa staf ahli dari SKPD yang terlibat dalam lingkup bidang 
perizinan usaha. 
3. Hambatan teknis terutama pada perangkat hukum yang menjadi dasar 
pelaksanaan kerja (Tupoksi BP2T maupun SPP dan SOP). Hambatan lain 
berkaitan erat dengan aspek koordinasi antar lembaga khususnya antara BP2T 
dengan Disperindag  yang pada dasarnya mengarah pada koordinasi antara dua 
SKPD tersebut menurut penulis masih kurang luas.  
 
B. Saran 
1. Pemerintah Kota Malang segera melaksanakan peraturan tentang penerbitan 
IUTM bagi pelaku usaha perdagangan modern sehingga dapat memberikan 
perlindungan hukum yang pasti terkait dengan persaingan yang tidak sehat 
terhadap pelaku usaha perdagangan tradisional. Dalam hal ini Pemerintah Kota 
Malang diharapkan memberikan landasan hukum dan landasan kerja yang jelas 
berkaitan dengan koordinasi antara SKPD terkait. 
2. Diperlukan ruang yang lebih luas bagi keterlibatan masyarakat dalam 
kaitannya dengan membangun persaingan usaha yang sehat antara pelaku 
usaha perdagangan tradisional dan modern. Dalam hal ini masyarakat dapat 
bekerjasama dengan tim teknis untuk melakukan pemetaan wilayah yang 
berkaitan dengan zonasi pendirian toko modern. 
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3. Koordinasi kerja antar SKPD terkait dalam penerbitan IUTM berkaitan dengan 
aspek zonasinya perlu ditingkatkan dan dituangkan dalam peraturan khusus 
yang memuat lingkup, kewenangan, dan struktur kerjasama koordinatif 
tersebut. 
 
 
 
